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BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 
Landasan Teori
2.1.1 
Teori Keagenan (Agency Theory)
Subawe, 2008 mendefinisikan bahwa :

Teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang member wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “nexus of contract”.
Belkaouli, 2001 mendefinisikan bahwa :

Teori keagenan (agency theory) muncul karena keberadaan hubungan
antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko.

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini
dapat dijelaskan dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan rakyat. Dampak dari hubungan tersebut dapat berupa hal positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dalam bentuk efisiensi, sedangkan dampak negatifnya berupa perilaku opportunistic Bandariy (2011). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan dari pada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini adalah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para penggunaan laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan penggunaan laporan keuangan terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat dari
hubungan atau kontrak antara agen dan prinsipel dimana agen memiliki keunggulan karena memiliki lebih banyak informasi ketimbang principal karena agen merupakan pemangku kekuasaan. Salah satu informasi yang dimiliki oleh agen adalah berupa laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak agen yang memiliki tanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan serta mempublikasikannya untuk memudahkan akses bagi masyarakat sebagai pihak prinsipel memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pemerintahan.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen, apabila kinerja pemerintahan baik maka masyarakat akan mempercayai pemerintah.
2.1.2
Teori Sinyal (Signaling Theory)

Tjandrakirana dan Meva (2014), mendefinisikan bahwa :

Teori sinyal menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak penggunaan laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi mengenai perusahaan. 
Wijaya (2013), mendefinisikan bahwa :

Teori sinyal juga dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (prinsipal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. 


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kaitan antara teori sinyal dengan penelitian ini yaitu dalam teori sinyal dijelaskan mengenai pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam disini dimaksudkan untuk pemerintah itu sendiri sedangkan pihak luar adalah penggunaan informasi keuangan daerah. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menjadi signal bagi pihak luar, terutama bagi pihak yang berkepentingan adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh penggunaan laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua penggunaan informasi keuangan tentunya memerlukan informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut. Sehingga pihak penggunaan informasi keuangan dapat mengukur transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
2.1.3 
Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para penggunaan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP No. 71/2010.

Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Erlina, dkk. 2015:19). 
Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam pemerintahan daerah. Sesuai dengan Kerangka Konseptual PP No. 71/2010 Paragraf 24 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam PP No. 71/2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaanannya. Informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu, dan lengkap.
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitupenyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability), dan netralitas.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunaan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunaan.

Menurut Belkaoui (2006: 221), “Karakteristik kualitatif dari laporan  keuangan adalah relevansi dan materialitas, bentuk dan substansi, keandalan, kebebasan dari bias, komparabilitas, konsistensi, dan dapat dimengerti”. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan hendaknya sebagian besar didasarkan pada kebutuhan para penggunaan laporan. Informasi hendaknya sejauh mungkin bebas dari bias pembuatnya. Dalam melakukan pengambilan keputusan, para penggunaan hendaknya tidak hanya memahami informasi yang disajikan, namun juga hendaknya mampu menilai keandalannya dan membandingkannya dengan informasi mengenai peluang-peluang alternatif dan pengalaman sebelumnya. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementrian negara/lembaga, pemerintah daerah dan satuan kerja di tingkat
pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa aporan keuangan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, laporan keuangan pemerintah pokok terdiri dari:
1. Laporan Realiasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK) dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan, hal ini berarti setiap gubernur/bupati/walikota dan organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai
fungsi pembendaharaan (bendahara umum negara/ kuasa bendahara umum negara dan kuasa bendahara umum daerah/ kuasa bendahara umum daerah. Di samping
menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan diperkenankan
menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Laporan kinerja keuangan adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/defisit selama satu periode yang disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo ekuitas dana pemerintah selama satu periode Muzahid (2013).
Menurut Nordiawan (2010: 34) tujuan penyajian laporan keuangan adalah
1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya 
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitas pelaporan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingakan dan dapat dipahami sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh kelompok penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
2.1.4 
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah


Aksesibilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability dan stewardship) (Mardiasmo, 2002; Miftahul, 2017).


Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. UU No. 33/2004 pemerintah daerah harus memenuhi:
1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada penggunaan laporan keuangan.

2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi penggunaan laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Accesible, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website). 

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan dilakukannya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu, pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) miliki dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik. Selain itu, laporan keuangan tersebut hendaknya mudah diperoleh masyarakat dengan biaya yang murah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah haruslah memberikan kemudahan mengetahui laporan keuangan dan memfasilitasi pihak-pihak berkepentingan untuk mengakses informasi laporan keuangan daerah yang dihasilkan. 
2.1.5 
Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Untuk memuaskan penggunaan informasi, sangat perlu dilakukan upaya
untuk menggali apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penggunaan laporan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaanan sumber daya keuangan,
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,


5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban
pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui
laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda
untuk tiap penggunaan informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi
yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.
Dalam PP No. 71/2010 dinyatakan bahwa terdapat beberapa pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman;

4. Pemerintah.

Penggunaan informasi laporan keuangan yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok penggunaan. Pemerintah wajib menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diakses kelompok penggunaan laporan keuangan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan terutama bagi pemerintah serta masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemberi amanat pengelola keuangan daerah.
2.2 
Penelitian Terdahulu

Berikut ditampilkan beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

	Nama dan Tahun Peneliti
	Judul
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Riyan Eriko Zama 2016
	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Kabupaten Pringsewu
	X1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Y   : Akuntabilitas Keuangan Daerah
	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

	Peggy Sande 2013
	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)
	X1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Y   : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

	Ardi
Rahmawan
Saputra
(2012)
	Kajian Penggunaan
Informasi Keuangan
Daerah
	X : Penyajian Laporan Keuangan

Y : Penggunaan Informasi Keuangan
	Penyajian laporan keuangan daerah
secara parsial berpengaruh terhadap
penggunaan informasi keuangan daerah.


	Nama dan Tahun Peneliti
	Judul
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian


	Budi Mulyana 2012
	Pengaruh Penyajian Neraca dan Aksesibilitas

Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
	X1 : Penyajian Neraca Daerah

X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Y : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyajian  dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

	Abdul
Rohman
(2009)

	Aksesibilitas,
Penyajian dan
Penggunaan
Informasi Keuangan
Daerah (Studi pada
Kota dan Kabupaten
Tegal).

	X1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Y : Penggunaan Informasi Keuangan Daerah
	Hasil penelitian ini penyajian laporan keuangan daerah
tidak berpengaruh terhadap penggunaan
informasi keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan
berpengaruh dan signifikan terhadap
penggunaanan informasi keuangan daerah.


Sumber : data yang diolah peneliti,2018
2.3 
Kerangka Pemikiran
Menurut Sumarni (2006 : 27) menyatakan “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah penting”. Kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:

Keterangan :




 Secara Parsial


 Secara Simultan
Sumber : diolah oleh peneliti, 2018
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat. Bagan dalam kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur dalam pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Hubungan antara penyajian laporan keuangan dengan penggunaan informasi keuangan daerah, tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri, sedangkan para penggunaan laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan penggunaan (Rohman, 2009). Untuk menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan bagi penggunaan informasi keuangan daerah.
Hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan dan penggunaan informasi keuangan dimana, aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya. Aksesibilitas suatu laporan keuangan dikatakan baik apabila pada saat penggunaan laporan keuangan yang ingin memperoleh suatu informasi laporan keuangan paling tidak pemerintah memberikan kemudahan berupa fasitilas informasi yang dapat diperoleh dengan mudah, informasi yang dipublikasi dapat dimengerti dan menunjukkan informasi keuangan yang sesuai dengan keadaan sehingga penggunaan informasi keuangan dapat mengetahui perkembangan informasi keuangan pemerintah daerah.
2.4 
Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenaranya dengan melihat hasil analisis peneliti, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh penggunaan informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela. Hasil feedback dari penggunaan informasi atas penyajian laporan keuangan inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung.

H1: Apakah penyajian laporan  keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

Kesulitan penggunaan informasi keuangan daerah dalam mendapatkan akses terhadap laporan keuangan yang disebabkan pemerintah daerah masih enggan menyediakan informasi laporan keuangan bagi publik dan mirisnya banyak di antara situs resmi pemerintah daerah yang sekian lama tidak di update. Pemerintah daerah seharusnya mempublikasikan laporan keuangan tersebut kepada publik tidak hanya menyajikan laporan keuangan kepada anggota legislatif saja. Pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan daerah.

H2: 
Apakah aksesibilitas laporan  keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat penyajian laporan keuangan daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah.
H3: 
Apakah penyajian dan aksesibilitas laporan  keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
Aksesbilitas (X2)





Penggunaan Informasi Keuangan (Y)
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